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Abstrak
Kekuasaan (power) yang memberikan seseorang memiliki wewenang
(authority) merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari
pada kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi orang lain, guna
mencapai suatu tujuan. Bila kekuasaan yang dijalankan secara benar
dengan menerapkan wewenangnya secara tepat diharapkan akan
memberikan pengaruh yang benar sesuai harapan komunikatornya.
Dalam konteks politik, kekuasaan memberikan wewenang untuk
melakukan tindakan sehingga wewenang inilah yang berdampak kuat
dalam mempengaruhi orang lain, baik suka atau tidak suka.
Kata Kunci : Power; Influence; Authority; Agency.
A. Pendahuluan
Berbicara tentang kekuasaan (power), pengaruh (influence), dan
wewenang atau otoritas (authority) dipandang dari bahasa politik,
kiranya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan suatu organisasi yang
dinamakan dengan Negara. Negara adalah suatu organisasi dalam
suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang
ditaati oleh rakyatnya. Dalam organisasi yang namanya Negara
terdapat suatu kekuasaan yang berfungsi untuk mengendalikan
sekaligus menjalankan program atau upaya untuk menyelesaikan
persoalan bersama yang bermanfaat bagi kepentingan yang luas dan
komplek.
Ini berarti dalam sebuah negara ada faktor kepemimpinan yang
mengatur atau mengurus warganya untuk mencapai harapan atau cita-
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citanya bersama. Oleh karena itu, keberadaan suatu negara memang
berfungsi untuk mengatur kehidupan warganya. Hal ini sejalan dengan
definisi Negara menurut Roger H. Soltau bahwa ”Negara adalah alat
(agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau
mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat”
(The state is an agency or authority managing or controlling these
(common) affairs on behalf of and in the name of the community).
Sedangkan, menurut Harold J. Laski : “Negara adalah suatu
masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang
bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu
atau  kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu
Menurut Miriam Budiarjo dalam Dasar-dasar ilmu politik,
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Ia adalah organisasi
pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari
masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-
hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala
kekuasaan dalam masyarakat.  Dan berdasarkan pendapat Harold D.
Lasswell pun mengatakan bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari
pengertian kekuasaan & manipulasi yang dilakukan oleh elite penguasa
dan atau counter elite.
Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa politik adalah
bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan
melaksanakan tujuan-tujuan itu. Untuk melaksanakan tujuan itu perlu
ditentukan kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan
pembagian atau alokasi dari sumber-sumber dan resources yang ada.
Untuk melaksanakan kebijakan itu maka  perlu dimiliki
kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina
kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul
dalam proses ini.  Menurut para sosiolog, timbulnya kelompok-
kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu
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sama lain, di satu pihak ia ingin bekerjasama, di pihak lain ia
cendurung untuk bersaing dengan sesama manusia.
Di dalam kehidupan kelompok dan dalam hubungannya dengan
manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan
beberapa nilai. Dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, yaitu
masyarakat barat, Harold Laswell memperinci delapan nilai, yaitu :
a) Kekuasaan
b) Pendidikan
c) Kekayaan
d) Kesehatan
e) Keterampilan
f) Kasih sayang
g) Kejujuran
h) Keseganan
B. Pembahasan
1. Kekuasaan (power)
Dari delapan nilai tersebut, ternyata nilai kekuasaan merupakan
hal yang utama,  ini menunjukkan bahwa faktor kekuasaan akan
menentukan keberhasilan dalam meraih nilai-nilai lainnya, karena
dengan kekuasaan melekat pula wewenang untuk mengatur atau
mengendalikan program atau tujuan yang akan dicapai.
Kekuasaan (Power) menurut pengertian umum diartikan  sebagai cara
untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-
sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Definisi lain, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau
sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau
kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi
sesuai dengan keinginan  dan tujuan dari orang yang mempunyai
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kekuasaan itu. Gejala kekuasaan ini adalah gejala yang lumrah terdapat
dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk hidup bersama. Oleh
karena itu, pada hakekatnya, Negara mempunyai dua tugas :
a.mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang a-sosial,
yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi
antagonisme yang membahayakan;
b.mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-
golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari  masyarakat
seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi
kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada
tujuan nasional.
Kekuasaan yang dimiliki seseorang dalam konteks politik ,
sangat terkait dengan upaya penyelenggaraan kehidupan bernegara
dalam mewujudkan tujuan-tujuan politik yang diprogramkan dengan
segala kewenangannya. Dengan alasan apapun seseorang selalu ingin
berusaha melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya, karena dengan
kekuasaan itu,  ia mampu dan memiliki serta   dapat menjalankan
wewenang yang melekat pada dirinya, sehingga semakin lama
berkuasa, semakin mengakar pengaruhnya di lingkungan
kekuasaannya, contoh yang kiranya tepat ada pada era Soeharto berikut
kroninya.
Dengan kekuasaan yang dimilikinya, seorang Soeharto mampu
merekayasa beberapa partai politik untuk disederhanakan menjadi tiga
parpol/golongan saja, yakni PDI (Suryadi), PPP dan Golongan Karya,
dimana kekuatan dominan ada pada Golkar sebagai kekuatan politik
yang berkuasa, sedangkan dua parpol lainnya tidak lebih hanya sebagai
pemanis atau pelengkap atribut. Ini dimungkinkan terjadi karena
kekuasaan era Soeharto begitu kuat. Dengan modal keberhasilan dalam
menumpas Gerakan 30 S/PKI dan menggantikan orde lama era
Sukarno, menjadikan era  orde baru seolah sebagai orde lebih baik dari
sebelumnya. Dengan lahirnya surat perintah sebelas maret (supersemar)
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yang terkenal itu memberikan legitimasi kekuasaan Soeharto
mendayung kekuatannya lebih berkuasa.
Kekuasaan Era Soeharto lebih jauh lagi mampu bekerjasama,
mengendalikan dan mempengaruhi legislatif MPR/DPR hingga jarang
produk-produk hukum dari lembaga tertinggi dan tinggi tersebut yang
macet di tengah jalan termasuk  berhasil digoalkannya Provinsi Timor
Timur (Tim-Tim) menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan
disahkannya Undang-undang No.7 Tahun 1976 tentang Penyatuan
Timor Timur Menjadi Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republ;ik
Indonesia, setelah pernyataan berintegrasi dengan Indonesia diterima
tanggal 17 Juli 1976 . Hal ini tidak mungkin terjadi bila kekuasaannya
tidak mengakar begitu kuat seperti menggurita ke seantero kelompok-
kelompok sosial atau organisasi baik  formal maupun sosial seperti
yayasan sosial, pendidikan, dan bidang usaha komersil, sehingga
mampu bertahan selama enam periode kekuasaannya.
Kita bisa menyaksikan, saat BJ Habibie menggantikan Presiden
Soeharto, kekuasaan gaya Soeharto yang  militeristik tidak dapat
diteruskan oleh seorang Habibie yang seorang teknokrat tulen yang
baru beberapa tahun duduk sebagai wakil presiden. Kekuasaan Habibie
yang cenderung longgar atau moderat inilah yang juga
mengantarkannya kekuasaannya kalah oleh tekanan luar negeri untuk
memberikan dua opsi bagi referendum atau jajak pendapat bagi Timor
Timur, yaitu merdeka atau otonomi khusus dari NKRI. Karena
kekuasaannya pula, Habibie yang berbeda dengan Soeharto, ia
mempunyai wewenang untuk memutuskan apa yang menurutnya
terbaik.
Dan sudah dapat ditebak, dengan dalih apapun jajak pendapat
yang diawasi PBB  setelah dihitung dan diumumkan melalui PBB
dinyatakan bahwa opsi merdeka merupakan pilihan rakyat Timor
Timur dengan suara melebihi pemilih yang pro NKRI yang
menimbulkan kerusuhan pasca jajak pendapat tersebut, karena rakyat
Timor Timur yang pro integrasi merasa dicurangi atau dikalahkan.
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Dalam era Soeharto, Timor Timur adalah harga mati, sehingga
kekuasaannya seakan melebihi kemampuan dan tekanan dari manapun.
Kekuasaan ternyata mengantarkan seseorang untuk mendorong
kekuasaannya  untuk tetap berkuasa, dengan berbagai cara  apapun
termasuk manipulasi barangkali. Benar sekali pendapat Harold D.
Lasswell yang mengatakan bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari
pengertian kekuasaan & manipulasi yang dilakukan oleh elite penguasa
dan atau counter elite.
Oleh sebab itu tepat  sekali apa yang dikemukakan oleh ahli
sejarah Inggris Lord Acton dengan dalilnya yang terkenal, mengatakan
bahwa Power tends corrupt, but absolute power corrupt absolutely.
Yang artinya Manusia yang mempunyei kekuasaan cenderung untuk
menyelahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai
kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya).
2. Memahami Otoritas/Wewenang (Authority)
Menurut definisi umum, wewenang (authority) adalah hak
untuk  melakukan sesuatu atau memerintah   orang lain   untuk
melakukan  atau  tidak melakukan  sesuatu agar tercapai tujuan
tertentu. Banyak orang memahami bahwa authority/otoritas atau dalam
bahasa Indonesia berarti wewenang adalah sebuah bentuk kekuasaan
seseorang atas diri orang lain. Pada waktu seseorang memiliki otoritas,
misalnya di dalam lingkup pekerjaan tertentu, maka kekuasaan menjadi
mutlak miliknya. Baik itu kekuasaan untuk mengatur, mengontrol atau
memutuskan sesuatu.
Otoritas, jika digunakan oleh orang yang tidak tepat atau
memiliki motivasi yang tidak baik, maka otoritas tersebut tidak
berfaedah untuk membangun sesbuah sistem, malah bisa
meruntuhkannya. Bukan hanya itu, otoritas di tangan orang yang tidak
tepat akan dapat disalahgunakan untuk menjajah orang lain, mencari
keuntungan sendiri dan menghasilkan perlakuan atau tindakan semena-
mena. Betapa baiknya otoritas untuk tujuan yang bagik dan betapa
buruknya otoritas untuk tujuan yang menyimpang. Otoritas haruslah
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berada di tangan orang yang tepat, yang mampu menggunakannya
secara bertanggung jawab. Hak untuk melakukan sesuatu atau
memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
agar tercapai tujuan tertentu merupakan contoh dari
praktik tangan besi yang menguasai orang lain yang diperlihatkan oleh
rezim-rezim otoriter militer di dunia.
Di negara-negara komunis yang demikian ketatnya mengontrol
informasi dan sangat campur tangan terhadap hak-hak sipil warga
negaranya, adalah sebuah contoh buruk penggunaan otoritas
pemerintahan. Demikian juga dengan pimpinan perusahaan yang
berlaku sekenanya dengan menempatkan diri sebagai penguasa atas
karyawan dan staf tanpa mempedulikan kepentingan, usulan ataupun
keluhan mereka, adalah contoh buruk mengenai pemanfaatan otoritas.
Dari situlah kemudian muncul kata otoriter, untuk
menggambarkan pelaksanaan otoritas di dalam diri seorang pemimpin
yang berorientasi pada kekuasaan dan pemaksaan kehendak atas diri
orang lain. Dalam konteks ini, siapa yang melawan atau berseberangan
sikap dengan pemegang otoritas, pasti akan menghadapi konsekuensi
hukum. Bisa jadi, orang mengikuti pemimpin, bukan karena pengaruh
yang dimilikinya melainkan karena otoritas di dalam dirinya. Sejarah
membuktikan dunia memiliki sejumlah pemimpin negara yang
menggunakan otoritasnya dengan pendekatan kekuasaan.
Para pemimpin tersebut menganggap dirinya pemimpin sejati.
Kenyataannya, mereka dikuti karena orang-orang takut pada kekuasaan
yang dimilikinya. Hitler, Mussolini, Kim Ill Sung, Nikolai C, Saddam
Hussein, Kaisar Nero, Fidel Casro, Junta Militer Myanmar, adalah
contoh orang-orang yang menempatkan otoritasnya sebagai alat
kekuasaan. Mereka pada akhirnya terbentuk menjadi tokoh yang
otoriter di dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini tidak jauh berbeda
dengan corak kepemimpinan yang sewenang-wenang yang sering
dilakukan  para majikan sebuah perusahaan yang mempekerjakan
buruhnya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Lain
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halnya jika otoritas digunakan dengan cara yang benar. Segala sesuatu
pasti akan berjalan dengan baik, di dalam sebuah sistem pemerintahan,
pekerjaan atau bahkan lingkup pelayanan. Otoritas bermanfaat untuk
membuat semua berada di dalam langgam kerja yang dinamis. Semua
orang tunduk dan taat serta tidak bisa bersikap semau-maunya sendiri.
Aturan ditegakkan dan menjadi acuan bersama. Pemimpin yang
mengendalikan situasi, menggunakan otoritas dengan bertanggung-
jawab dan tidak menempatkan diri sebagai alat kekuasaan untuk
mempengaruhi orang lain. Otoritas digunakan untuk membuat semua
sistem bekerja dengan baik dan mencapai tujuan sebagaimana
ditetapkan bersama.
Dalam konteks ini juga berlaku seorang pemimpin diikuti
karena otoritas yang dimilikinya dan bahkan karena pengaruh yang
dimilikinya. Billy Graham adalah seorang tokoh pemimpin yang
memiliki kapasitas pengaruh yang besar di kalangan pengikut bahkan
dunia. Demikian juga dengan  Marthin Luther King, Jr,  Bunda
Theresa, termasuk Abraham Lincoln dan beberapatokoh lainnya yang
berpengaruh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, baik
buruknya otoritas, serta akibat yang ditimbulkannya, tidak ditentukan
oleh otoritas itu, melainkan oleh orang yang mendapatkan atau
menggunakan otoritas tersebut, sehingga otoritas tidak selalu simetris
atau berjalan lurus dengan pengaruh itu sendiri terhadap orang lain.
3. Hubungan Otoritas Dengan Pengaruh
Dalam konteks kepemimpinan, seseorang yang menggunakan
otoritas sebagai alat kekuasaan, bukanlah pemimpin. Sebab,
kepemimpinan adalah pengaruh dan bukan otoritas. Otoritas dapat
menghasilkan pengaruh. Sebaliknya, pengaruh dapat menghasilkan
otoritas. Perbedaanya adalah, jika pengaruh lahir dari otoritas, maka
pengaruh tersebut hanya bersifat sementara selama seseorang memiliki
otoritas di dalam dirinya. Orang-orang akan mengikuti dan berada di
dalam pengaruhnya semata-mata karena otoritas yang dimilikinya.
Akan tetapi, jika otoritas lahir dari pengaruh, maka pengaruh tersebut
bersifat jangka panjang. Orang-orang akan mengikuti seorang
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pemimpin yang memiliki pengaruh yang kuat sekalipun tidak lagi
memiliki otoritas tertentu. Ketika seorang pemimpin mampu
membangun suatu pengaruh yang kuat di kalangan pengikutnya, maka
dengan sendirinya pemimpin itu mendapatkan otoritas dari orang-orang
yang dipimpinan-nya. Otoritas (authority) adalah hal yang berbeda
dengan pengaruh (influence). Otoritas memang dapat melahirkan
pengaruh.
T. Hani Handoko menjelaskan bahwa Pengaruh (influence),
yaitu transaksi dimana seseorang dibujuk oleh orang lain untuk
melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan harapan orang yang
mempengaruhi. Pengaruh dapat timbul karena status jabatan, kekuasaan
dan menghukum, pemilikan informasi lengkap juga penguasaan saluran
komunikasi yang lebih baik. Tetapi ketaatan yang timbul dari pengaruh
semacam itu adalah sementara. Pengaruh semacam itu muncul akibat
otoritas yang ada di dalam diri seseorang. Saat tidak lagi memilikinya,
maka otomatis dirinya tidak lagi berpengaruh pada orang lain. Seorang
pemimpin yang diikuti karena otoritas, tidak akan mampu bertahan
lama. Pemimpin seperti ini hanya diikuti karena otoritas yang
dimilikinya. Itu sebabnya, pada diktator dunia, melakukan berbagai
macam cara untuk mempertahankan dirinya selalu berada di dalam
kekuasaan, supaya otoritas tersebut tidak pindah kepada yang lain.
Penguasa cenderung mempertahankan otoritasnya dengan cara-
cara kekerasan, menyebar teror dan intimidasi melalui kekuasaan. Lain
halnya jika pemimpin memiliki otoritas akibat pengaruh positif dirinya
di lingkungan tempatnya berada. Sekalipun sudah tidak memiliki
otoritas dan tidak memiliki jabatan, orang masih dapat mengikutinya
dan menjadikannya teladan bahkan mendengar perkataannya. Jika
seorang pemimpin memiliki pengaruh yang kuat, orang-orang yang
berada di dalam wilayah pengaruhnya, sebetulnya telah memberikan
otoritas kepada pemimpin itu dengan sendirinya sehingga seolah-olah
ada kesepakatan tidak tertulis bahwa pemimpin yang berpengaruh
diberi kekuasaan untuk menjalankan segala tindakan dan ucapannya
sebagai sesuatu yang benar.
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Pengertian ini sejalan dengan pengertian kekuasaan pribadi
(personal power) berasal dari para pengikut dan didasarkan pada
seberapa besar para pengikut mengagumi, respek dan merasa terikat
pada pimpinan. Kamus American Heritage menuliskan bahwa otoritas
adalah kuasa untuk menegakkan hukum, untuk menciptakaan ketaatan,
kemampuan memerintahkan atau menghakimi. Kuasa untuk
mempengaruhi, mengatur orang lain, sedangkan dalam Kamus Barons
menyebutkan bahwa otoritas adalah kemampuan untuk mengarahkan
supaya pekerjaan dapat terlaksana dengan baik.
Otoritas hanya bisa berjalan baik jika seseorang mau menerima
arahan tersebut. Menurut Weber, kata authority diturunkan dari kata
bahasa Latin "auctoritas", biasanya digunakan di dalam hukum Roma
untuk menghadapi orang-orang yang menentang pemerintahan atau
keputusan pemerintah. Dalam Weberian sociology, authority dianggap
sebagai bagian dari kekuasaan. Otoritas dianggap sebagai kuasa yang
terlegitimasi dan terlindungi secara hukum untuk menjalankan
kekuasaan atas diri orang lain.
Otoritas dianggap sebagai hak atau kuasa yang terjustifikasi
untuk memerintah, menegakkan hukum bahkan mengadili, yang
dimiliki seseorang untuk mempengaruhi. Dari berbagai pengertian di
atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otoritas itu berhubungan dengan
kekuasaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang
memiliki hak, wewenang dan legitimasi untuk mengatur, memerintah,
memutuskan sesuatu, menegakkan aturan, menghukum atau
menjalankan suatu mandat bahkan untuk memaksakan kehendak.
Melalui pengertian tersebut, otoritas memiliki kaitan yang
sangat erat dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Oleh
karena itu, ditinjau dari sudut pandang pemilik otoritas dan orang yang
berada di bawah otoritas, kedudukan mereka tidak sama. Kedudukan
orang yang berada di bawah otoritas berada minimal satu peringkat di
bawah orang yang memegang otoritas.
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Hal itu memberi indikasi bahwa otoritas, seperti di lingkungan
militer, lebih merupakan jalur komando daripada hubungan yang
sejajar.  Bisa saja terjadi, seorang pemilik otoritas, sesungguhnya juga
merupakan orang yang berada di bawah otoritas, berdasarkan jalur atau
hierarkhi kekuasaan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa otoritas,
di dalam dunia ini, di dalam konteks apapun, merupakan mandat yang
berjenjang.
Apabila dilihat dari pendapat  T. Hani Handoko, ia membagi dua
pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang:
 Teori Formal (Pandangan klasik): wewenang adalah dianugerahkan ;
wewenang ada karena seseorang diberikan atau dilimpahkan hal
tersebut. Pandangan tersebut menganggap bahwa wewenang berasal
dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara
hukum diturunkan dari tingkat ketingkat.
 Teori Penerimaan (acceptance theory of authority): berpendapat
bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh
kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan
dan ini tidak tergantung pada penerima (receiver)
Wewenang formal tersebut harus didukung juga dengan dasar-
dasar kekuasaan dan pengaruh informal. Manajer perlu menggunakan
lebih dari wewenang resminya untuk mendapatkan kerjasama dengan
bawahan mereka, selain juga tergantung pada kemampuan ilmu
pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan mereka.
Berdasarkan hal-hal di atas, maka kekuasaan (power) yang
memberikan seseorang memiliki wewenang (authority) merupakan
syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan
untuk mempengaruhi orang lain, guna mencapai suatu tujuan. Bila
kekuasaan yang dijalankan secara benar dengan menerapkan
wewenangnya secara tepat diharapkan akan memberikan pengaruh
yang benar sesuai harapan komunikatornya. Dalam konteks politik,
kekuasaan memberikan wewenang untuk melakukan tindakan sehingga
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wewenang inilah yang berdampak kuat dalam mempengaruhi orang
lain, baik suka atau tidak suka.
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